
BUPATITULUNGAGUNG 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATITULUNGAGUNG 

NOMOR 9 TAHUN 2016 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN 

EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 

Menirnbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATITULUNGAGUNG, 

bahwa dalarn rangka rnenilai keberhasilan capaian kinerja 

organisasi sesuai Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reforrnasi Birokrasi Nornor 25 

Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pernerintah, perlu rnenetapkan 

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistern Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pernerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah 

di Lingkungan Pernerintah Kabupaten Tulungagung dengan 

Peraturan Bupati; 

1. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang 

Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran 

Negara Tahun 2011 Nornor 82, Tarnbahan Lernbaran 

Negara Republik Indonesia Nornor 5234); 

2. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang 

Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tarnbahan Lernbaran 

Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagairnana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang

Undang Nornor 9 Tahun 2015 (Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tarnbahan Lernbaran 

Negara Republik Indonesia Nornor 5679); 
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4663); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4689); 

6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013; 

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja; 

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 

tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 

Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung 

Tahun 2014 Nomor 3 Seri D); 



Menetapkan 
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MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI 

EVALUASI SISTEM 

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI 

PEMERINTAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG. 

Pasal 1 

Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan 

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Tulungagung sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran Peraturan Bupati ini. 

Pasal 2 

Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 

merupakan panduan bagi Evaluator yang berkaitan dengan: 

a. pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan penetapan ruang 

lingkup evaluasi; 

b. pemahaman mengenai strategi evaluasi dan metodologi yang 

digunakan dalam evaluasi; 

c. penetapan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh 

dalam proses evaluasi; dan 

d . penyusunan Laporan Hasil Evaluasi dan mekanisme 

pelaporan basil evaluasi serta proses pengolahan data. 

Pasal 3 

Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 

dilaksanakan oleh Tim Evaluasi yang dibentuk dengan 

Keputusan Inspektur Kabupaten Tulungagung. 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung. 

Ditetapkan di Tulungagung 

pada tanggal 15 Pebruari 2016 

<7))- BUPATI TULUNGAGUNG, /L 

Diundangkan di Tulungagung 
pada tan al 15 Pebruari 2016 
SEKRET S DAERAH 

Ir. INDRA FAUZI, MM 
Pembina Utama Madya 
NIP. 19590919 199003 1 006 

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung 
Tahun 2016 Nomor 9 


